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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan 

kebaikan, sehingga Petunjuk Teknis Perbendaharaan dan 

Pertanggungjawaban di Lingkungan Politeknik Negeri Malang dapat selesai 

dengan baik. Petunjuk teknis ini digunakan sebagai pedoman kerja bagi 

semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran, serta menjadi 

amanah bagi Politeknik Negeri Malang sebagai Satuan Kerja Badan Layanan 

Umum yang memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas layanan 

kepada masyarakat. 

 Sebagai institusi yang berusaha untuk terus tembuh dan berkembang, 

Politeknik Negeri Malang semakin terpacu untuk melaksanakan tata kelola 

organisasi yang lebih baik dengan semangat reformasi birokrasi. Perbaikan 

tata kelola keuangan dan perbendaharaan merupakan salah satu usaha 

implementasi akuntabilitas dan peningkatan layanan prima sehingga tercipta 

pengelolaan administrasi keuangan yang efektif, efisien, tepat sasaran, serta 

memberikan kontribusi bagi institusi dan memberikan manfaat bagi 

masyarakat luas. 

 Adanya petunjuk teknis ini diharapkan dapat memberikan standar dan 

kesederhanaan layanan yang diberikan, untuk terselenggaranya setiap 

kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang, jurusan, sub bagian dan unit sesuai 

tujuan dan tepat waktu. Serta memberikan jaminan standar waktu dan 

kualitas layanan dengan semangat Reformasi Birokrasi di lingkungan 

Politeknik Negeri Malang. 

 

 

        Malang, 1 Nopember 2019 

        Tim Penyusun 
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KEPUTUSAN 

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG 

NOMOR : 1311 TAHUN 2019 

 

TENTANG 

 

PETUNJUK TEKNIS  

PERBENDAHARAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA  

DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI MALANG   
 

 

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG 

 

Menimbang  : a. bahwa pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan 

Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Malang sebagai bagian dari 

pengelolaan keuangan perlu dilakukan secara efisien, efektif, tertib,  

transparan, dan akuntabel;  

b.  bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

178/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum, perlu menyusun Petunjuk Teknis Perbendaharaan dan 

Pertanggungjawaban Belanja di Lingkungan Politeknik Negeri Malang; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan b, perlu menetapkan Kepuusan Direktur tentang Petunjuk Teknis 

Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban di Lingkungan Politeknik 

Negeri Malang. 

 

Mengingat        :   a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara RI Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI 

Nomor 4286); 

b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara RI Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI 

Nomor 4286); 

c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan  Negara 

(Lembaran Negara RI Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4355); 

d.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksanaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara 

RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 

 



 

 

 e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 

Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 5340); 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara RI Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara RI 

Nomor 6267); 

g. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, (Lembaran Negara RI Nomor Tahun 2018 No. 

33); 

h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 

Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 

1736); 

i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 jo. PMK Nomor 

230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara 

Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 

(Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 2149); 

j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Negeri 

Malang; 

k. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 

147/O/2004 Tentang Pendirian Politeknik Negeri Malang; 

l. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/KMK.05/2012 Tentang 

Penetapan Politeknik Negeri Malang Sebagai Instansi Pemerintah Yang 

Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan :   KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG 

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERBENDAHARAAN DAN 

PERTANGGUNG-JAWABAN BELANJA  DI LINGKUNGAN 

POLITEKNIK NEGERI MALANG   

 

PERTAMA : Standar pada Pelaksanaan Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban di 

Lingkungan Politeknik Negeri Malang sebagaimana tercantum dalam 

lampiran keputusan ini dalam bentuk Petunjuk Teknis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pengelolaan keuangan di lingkungan Politeknik Negeri Malang merupakan bagian 

dari instrument pengelolaan keuangan negara yang harus berpedoman pada kaidah 

pengelolaan keuangan negara. Untuk mewujudkan kesesuaian terhadap kaidah pengelolaan 

keuangan tersebut, perlu disusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan sebagai standar 

baku tata kelola keuangan di lingkungan Politeknik Negeri Malang, baikberupa petunjuk 

teknis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum (BLU).  

Pengelolaan keuangan negara menitik beratkan pada kepatuhan terhadap aturan yang 

mendasari pengelolaan keuangan antara lain Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 

tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan 

Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tanun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga peraturan dalam bidang keuangan tersebut 

merupakan tonggak reformasi di bidang pengelolaan keuangan yang pada aspek 

pelaksanaannya didukung oleh aturan-aturan terknis terkait. 

Sebagai cerminan atas penerapan kaidah-kaidah yang baik (best practice) dalam 

pengelolaan keuangan negara, pengelolaan APBN dan BLU seyogyanya dilaksanakan 

berlandaskan prinsip profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas, serta berorientasi 

pada hasil. Untuk itu, diperlukan penguatan elemen SDM pengelola keuangan, yang pada 

tataran teknis diwujudkan antara lain melalui berbagai program peningkatan kompetensi 

pejabat perbendaharaan, pengelola keuangan dan penanggung jawab kegiatan.  

Petunjuk teknis perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan ini diharapkan 

dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban dan menjadi petunjuk 

teknis yang mudah dipahami untuk diimplementasikan. Berdasarkan data realisasi dan 

pelaporan kegiatan di lingkungan Politeknik Negeri Malang, pada akhir tahun anggaran 

cenderung menumpuk. Jumlah yang banyak dalam penyelenggaraan kegiatan dan kegiatan 

penunjang di masing-masing unit kerja pada akhir tahun, maka mengakibatkan kinerja 

pelaksanaan anggaran pada tingkat Satuan Kerja masih perlu untuk diperbaiki. Kondisi di 

atas menunjukkan bahwa dibutuhkan strategi lebih lanjut dalam rangka meningkatkan 

kinerja pelaksanaan anggaran pada Satker. 
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1.2  Dasar Hukum 

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara RI Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286); 

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan  Negara 

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4355); 

3.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5340); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 229, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6267); 

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah, (Lembaran Negara RI Nomor Tahun 2018 No. 33); 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara 

Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1736); 

8. Peraturan Menteri KeuanganNomor 162/PMK.05/2013 jo. PMK Nomor 

230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada 

Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara 

RI Tahun 2016 Nomor 2149); 

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Negeri Malang; 

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 147/O/2004 

Tentang Pendirian Politeknik Negeri Malang; 
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11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/KMK.05/2012 Tentang Penetapan 

Politeknik Negeri Malang Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 

 

1.3 Tujuan 

Petunjuk Teknis Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan 

Politeknik Negeri Malang ini diharapkan dapat memenuhi tujuan-tujuan sebagai berikut: 

1. Sebagai Panduan Teknis Bagi Bendahara dan Pelaksana Kegiatan 

Petunjuk teknis ini merupakan referensi bagi Bendahara Pengeluaran (BP)/Bendahara 

Pengeluaran Pembantu (BPPG) untuk melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya 

dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Melalui petunjuk teknis ini diharapkan 

BP/BPPG dapat memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan peningkatan kompetensi 

yang meliputi: konsep, peraturan perundang-undangan, dan aplikasi yang digunakan 

sesuai tugas dan wewenangnya. Selain itu, petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi 

panduan pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban kegiatan penunjang Tridharma 

Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan di lingkungan Polinema. 

2. Peningkatan Kompetensi Satuan Kerja 

Peningkatan kompetensi bagi pengelola keuangan dan unit pelaksana kegiatan dalam 

mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan Politeknik 

Negeri Malang. Petunjuk Teknis Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban ini disajikan 

secara mendasar, bertahap, dan rinci sehingga diharapkan mudah untuk dipahami dan 

memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pengelolaan dan kinerja keuangan 

Satker yang lebih baik, transparan dan akuntabel. 

 

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban ini 

meliputi: 

1. Pembantu Direktur 

2. Jurusan dan Program Studi 

3. Bagian dan Sub bagian 

4. Unit Pelaksana Teknis 

5. Unit Kerja Lainnya di lingkungan Politeknik Negeri Malang. 
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BAB II 

PENGERTIAN DAN KETENTUAN UMUM 

 

2.1  Pengertian 

Dalam Petujuk Teknis Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban yang dimaksud 

dengan: 

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Direktur Politeknik Negeri Malang; 

2. Bendahara Umum Negara adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);  

3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah para Pembantu 

Direktur di lingkungan Politeknik Negeri Malang; 

4. Pejabat Perbendaharaan adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri Teknis  selaku 

Pengguna Anggaran atau yang dikuasakan kepada Direktur selaku Kuasa Pengguna 

Anggaran pada setiap tahun anggaran untuk mengelola anggaran di lingkungan 

Politeknik Negeri Malang, terdiri dari: 

a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA 

untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan 

anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan; 

b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diangkat oleh Direktur 

selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang diberi kewenangan sebagai pemilik 

pekerjaan yang bertanggung jawab melaksanakan rencana kerja yang telah 

ditetapkan dalam DIPA, menerbitkan keputusan yang berkaitan dengan 

mengadakan ikatan/perjanjian/kontrak kepada pihak ketiga dan surat lainnya yang 

berhubungan dengan tugas pelaksanaan kegiatan. Dalam menjalankan tugasnya 

Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran; 

c. Pejabat Penerbit dan Penanda Tangan SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan 

untuk menguji, menerbitkan dan menandatangani SPM; 

d. Atasan Langsung Bendahara adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk 

melakukan tindakan yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran anggaran belanja; 

e. Bendahara Penerimaan (BPN) adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, 

menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertangungjawabkan uang 

dalam rangka pelaksanaan penerimaan negara dan atau Penerimaan Badan Layanan 

Umum pada Politeknik Negeri Malang; 
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f. Bendahara Pengeluaran (BPG) adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, 

menyimpan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan 

belanja negara dalam rangka pelaksanaan pengeluaran negara pada Politeknik 

Negeri Malang; 

g. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPPG) adalah orang yang diberi tugas untuk 

membantu Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan tugas perbendaharaan; 

h. Bendahara Penerimaan Pembantu (BPPN) adalah orang yang diberi tugas untuk 

membantu Bendahara Penerimaan dalam pelaksanaan tugas perbendaharaan; 

i. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) adalah Pegawai yang 

bertugas mengelola administrasi belanja pegawai pada Satuan Kerja yang 

ditetapkan oleh KPA; 

5. Pembayaran Langsung (LS) adalah pelaksanaan pembayaran yang dilakukan oleh 

Kuasa Pengguna Anggaran kepada pihak yang berhak/rekanan melalui penerbitan 

SPM-LS atas nama pihak yang berhak/rekanan; 

6. Pembukuan Bendahara adalah segala kegiatan pencatatan semua penerimaan dan 

pengeluaran berupa uang atau barang milik negara yangdilakukan oleh seseorang yang 

ditunjuk, dalam suatu pembukuan yang terdiri atas: Buku Kas Umum (BKU), Buku 

Bank, Buku Kas Tunai, Buku Uang Muka Kerja, Buku Pajak, dan Buku Pembantu 

Lainnya; 

7. Surat Permintaan Pembayaran (SPP ) adalah suratyang diterbitkan oleh Kuasa 

Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang ditunjuk ditujukan 

kepada Pejabat Penerbit SPM untuk diterbitkan SPMnya; 

8. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat 

Penerbit SPM untuk mencairkan alokasi dana yang sumbernya dari DIPAsetelah 

melalui pengujian SPP. 

9. Uang Persediaan (UP) adalah sejumlah uang yang disediakan untuk melaksanakan 

kegiatan operasional sehari-hari berupa kas kecil yang dapat diisi kembali (revolving); 

10. Ganti Uang Persediaan (GUP) adalah UP yang telah digunakan untuk membayar 

belanja untuk dimintakan penggantian kepada KPPN/Kas BLU agar UP kembali ke 

jumlah semula melalui pengajuan SPP-GUP dan SPM-GUP; 

11. Tambahan Uang Persediaan (TUP) adalah uang yang diberikan kepada satuan kerja 

(melalui bendahara pengeluaran) untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam waktu 

satu bulan melebihi alokasi UP yang telah ditetapkan; 
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12. Surat Perintah Pencairan Dana Rupiah Murni (SP2D-RM) adalah Surat Perintah 

Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

(KPPN) kepada Bank Persepsi untuk membayarkan sejumlah uang kepada yang 

berhak sesuai yang tertera dalam SP2D. 

13. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Internal BLU adalah Surat Perintah Pencairan 

Dana yang diterbitkan oleh Pimpinan BLU kepada Bank Persepsi untuk membayarkan 

sejumlah uang kepada yang berhak sesuai yang tertera dalam SP2D. 

14. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU yang selanjutnya disebut 

SP3B BLU adalah surat perintah yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk dan atas nama 

Kuasa PA kepada Kuasa Bendahara Umum Negara untuk mengesahkan pendapatan 

dan atau belanja BLU yang sumberdananya berasal dari PNBP yang digunakan 

langsung. 

15. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU yang selanjutnya disebut SP2B BLU 

adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara 

untuk mengesahkan pendapatan dan atau belanja BLU berdasarkan SP3B BLU. 

16. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang selanjutnya disingkat SPTJ adalah pernyataan 

tanggungjawab yang dibuat oleh KPA/Pemimpin BLU atas pendapatan dan atau 

belanja BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP yang digunakan langsung. 

17. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya 

disingkat SPTJM-PK adalah pernyataan yang diterbitkan/dibuat oleh pelaksana 

kegiatan yang memuat jaminan atau pernyataan bahwa sanggup untuk melaksanakan 

ketetapan dalam juknis dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada kas 

Negara/operasional BLU apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap batas waktu yang 

sudah ditetapkan. 

 

2.2  Ketentuan Umum  

Adapun ketentuan dalam pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara tertib dengan mempertimbangkan 

efisiensi anggaran dan memenuhi ikatan/perjanjian yang ditentukan, baik dalam 

spesifikasi teknis maupun dalam jangka waktu penyelesaian; 

2. Pelaksanaan kegiatan di lingkungan Politeknik Negeri Malang dapat dilakukan 

setelah melalui serangkaian verifikasi telaah penyusunan program dan anggaran, 
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verifikasi ketepatan rencana anggaran biaya dan pesyaratan khusus lain yang 

ditetapkan dalam petunjuk teknis penyusunan anggaran dan monitoring anggaran; 

3. Pembayaran pada dasarnya dilakukan secara langsung melalui penerbitan SPM-LS; 

4. Untuk keperluan tertentu yang tidak dapat dan/atau tidak memungkinkan 

dilakukannya pembayaran secara langsung (menggunakan prosedur SPM-LS), sesuai 

ketentuan/batasan yang diatur secara khusus, pembayaran dapat dilakukan dengan 

menggunakan UP/TUP, melalui penerbitan SPM-UP atau SPM-TUP; 

5. Penggunaan UP/TUP harus dilakukan menurut ketentuan yang berlaku antara lain:  

a) TUP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran Belanja Barang; 

b) Setiap pengeluaran tidak boleh melampaui pagu yang tersedia dalam DIPA untuk 

kegiatan dan sub kegiatan dan jenis belanja yang bersangkutan; 

c) Setiap pengeluaran harus dikuatkan dengan surat-surat bukti atau dokumen 

belanja yang sah/ yang memenuhi syarat-syarat keabsahan; 

d) Dalam setiap pembayaran harus dilaksanakan ketentuan mengenai perpajakan, 

antara lain memotong PPh/memungut PPN, menyetorkan dan melaporkannya 

sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku; 

6. Batas pemberian Tambahan Uang Persediaan dapat diberikan dalam batas-batas 

sebesar keperluan sesuai dengan rincian rencana penggunaannya; 

7. Untuk memperlancar proses UP/TUP seluruh unit kerja diwajibkan membuat rencana 

penarikan dana bulanan, yang dibuat secara rinci sesuai Rencana Kerja (Renja) untuk 

satu tahun; 

8. Pengadaan barang/jasa agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah; 

9. Sisa Uang Persediaan yang terdapat pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali 

ke Rekening Kas Umum Negara/Rekening Operasional BLU melalui Bendahara 

Pengeluaran selambat-lambatnya tanggal 31 Desember atau sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

10. Dalam upaya memenuhi pertanggungjawaban dan tertib administrasi, para pelaksana 

kegiatan menyusun dan menandatangani Surat Peryataan Tanggung Jawab Mutlak 

sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan 

pertanggungjawaban keuangan. 
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BAB III 

MEKANISME PENCAIRAN DANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

 

3.1  Mekanisme Pencairan Dana 

Mekanisme pencairan dana dan pertanggungjawaban belanja di lingkungan Polinema 

memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 

1. Lembar Pengesahaan Kegiatan yang telah ditanda tangani oleh Ketua Pelaksana, 

Penanggung jawab dan Pejabat Pembuat Komitmen bersangkutan berpedoman pada 

Petunjuk Teknis Monitoring Anggaran; 

2. Seluruh komponen pengeluaran/belanja kegiatan harus sesuai dengan anggaran (RAB) 

yang telah disetujui, tidak boleh melebihi pagu yang telah ditetapkan serta 

berpedoman pada Standar Biaya Masukan yang berlaku; 

3. Mekanisme pencairan dana terdiri dari 2 metode yaitu: 

a. pencairan dengan metode Langsung (LS) dari rekening kas negara/rekening 

operasional BLU ke rekening pegawai/ bendahara/pihak ketiga/rekanan; 

b. pencairan dengan metode Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan 

Uang Persediaan yang dari rekening Bendahara Pengeluaran/Operasional BPP 

BLU ditarik tunai oleh bendahara dan didistribusikan kepada ketua pelaksana 

kegiatan/pihak yang yang mengajukan permohonan dana; 

4. Mekanisme pencairan dana dengan menggunakan metode LS kontraktual mengacu 

pada peraturan tentang pengadan barang dan jasa pemerintah yang berlaku; 

5. Mekanisme pencairana dana menggunakan metode LS untuk belanja pegawai dan 

perjalanan dinas mengacu pada peraturan yang mengatur tentang belanja gaji, lembur, 

vakasi, remunerasi dan perjalanan dinas yang berlaku; 

6. Mekanisme pencairan dana dengan menggunakan metode Uang Persediaan (UP), 

Ganti Uang Persediaan (GUP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) akan diatur 

secara spesifik dalam petunjuk teknis ini sesuai dengan jenis belanja dan kelompok 

pertanggungjawaban agar dapat lebih mudah dipahami. 

7. Mekanisme pencairan dana dengan menggunakan metode UP, GUP dan TUP 

mengacu pada batas maksimal transaksi Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk 

belanja barang selain honorarium dan perjalanan dinas untuk transaksi pada 1(satu) 

penyedia barang/jasa pada 1 (satu) tanggal tertentu. 
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8. Kelengkapan SPJ dan Data Dukung Kuitansi Belanja Barang/Jasa dan Pemeliharaan 

Non Fisik, untuk belanja sampai dengan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) 

dilampiri: 

a. Kuitansi SPJ 

b. Nota/Bon Toko 

c. Invoice (harus distempel lunas) 

d. Faktur Barang/Rincian Barang 

e. Faktur Pajak (untuk PKP) 

f. Surat Jalan/Nota Kirim Barang (bagi belanja yang melalui penyedia barang/jasa) 

g. SIUP dan NPWP (fotocopy) 

9. Dokumen pertanggungjawab belanja barang dan jasa harus bermaterai cukup, dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Belanja sampai dengan Rp.250.000 tanpa menggunakan materai; 

b. Belanja diatas Rp. 250.000 s.d. Rp. 1.000.000 bermaterai Rp.3.000;  

c. Belanja diatas Rp.1.000.000 bermaterai Rp. 6.000. 

 

3.2   Syarat dan Ketentuan Umum Operasional Sewa 

Berikut dijelaskan syarat dan ketentuan umum untuk operasional sewa aset BMN 

Polinema, agar sesuai dengan aturan dan memudahkan pertanggungjawaban: 

 

3.2.1 Honorarium Operasional Sewa 

Honorarium diberikan kepada tenaga administrasi Unit Pengelola Usaha,  Bagian 

Rumah Tangga dan UPT Perawatan dan Perbaikan yang ditugaskan sesuai dengan tarif 

sebagai berikut: 

a. Gedung dan Bangunan 

Aula, Graha Polinema, Graha Theatre 

No Jenis Acara Unit Kerja 

Tarif Eksternal 
Tarif Internal & 

Sosial 

Hari 

Aktif 

Hari 

Libur 

Hari 

Aktif 

Hari 

Libur 

1 

 

Resepsi 

Pernikahan/ Wisuda 

 

UPU, RT dan UPT 

PP  
120.000 150.000 96.000 120.000 

Pramubakti 100.000 125.000 80.000 100.000 

PetugasKeamanan 

dan Jukir 
80.000 100.000 65.000 80.000 
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No Jenis Acara Unit Kerja 

Tarif Eksternal 
Tarif Internal & 

Sosial 

Hari 

Aktif 

Hari 

Libur 

Hari 

Aktif 

Hari 

Libur 

2 
Seminar/Job Fair/ 

Lain-lain di Graha 

Theater 

UPU, RT dan UPT 

PP 

100.000 125.000 80.000 100.000 

Pramubakti 80.000 100.000 65.000 80.000 

PetugasKeamanan 

dan Jukir 
65.000 80.000 50.000 65.000 

 

No Jenis Acara Gedung 

JumlahPetugas 

UPU RT 
UPT 

PP 
Pramubakti 

Keamanan 
Jukir 

Normal Sosial 

1 

 

Resepsi 

Pernikahan/ 

Wisuda 

 

 

Grapol 

 

1 2 3 5 4 2 4 

Aula 

Pertamina 
1 2 2 4 2 2 2 

2 
Seminar/Job 

Fair/ Lain-lain 

 

Grapol 

 

1 2 2 4 3 2 3 

Aula 

Pertamina 
1 2 2 2 2 2 2 

Graha 

Theater 
1 2 1 2 2 1 1 

Catatan: Normal untuk eksternal dan internal 

 

Tarif  Operasional Sewa Wisma Tamu 

No. Jumlah Unit 
Jumlah Petugas 

(Pramubakti) 
Tarif per Orang 

1 1 Unit 1 125.000 

2 2 Unit 2 125.000 

 

 

Tarif Operasional Sewa Masjid Raya An-Nur 

No. JenisSewa 
Jumlah Petugas 

(Pramubakti) 

Tarif per Orang 

Eksternal Internal &Sosial 

1 Gedung 2 125.000 100.000 

2 Halaman 3 135.000 110.000 
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b. Sewa Ruangan 

No. JenisRuangan 
Jumlah Petugas 

(Pramubakti) 

Tarif per Orang 

Hari Libur Hari Aktif 

1 Teleconference 1 100.000 80.000 

2 Auditorium Ged AH 2 125.000 100.000 

3 Aula Ged AB 2 100.000 80.000 

4 Auditorium Teknik Sipil 4 125.000 100.000 

5 
Auditorium Teknik 

Kimia 
2 125.000 100.000 

6 Ruang Kelas 1 125.000 100.000 

7 Ruang Lab Komputer 1 125.000 100.000 

 

c. Sewa Kendaraan Dinas 

Tarif Operasional Sewa Bus 

No. Kategori Penyewa Jumlah Petugas 
Tarif per Orang 

PENGEMUDI KERNET 

1 Eksternal 2 250.000 125.000 

2 Internal 2 200.000 100.000 

3 Sosial 1 250.000 - 

 

Tarif Operasional Sewa Kendaraan Roda 4 

No. Jenis Kendaraan 
Jumlah Petugas 

(Pengemudi) 

Tarif per Orang (Pengemudi) 

Eksternal 
Internal & 

Sosial 

1 Hiace 1 250.000 200.000 

2 Sedan Accord 1 200.000 125.000 

3 Sedan Camry 1 250.000 200.000 

4 Innova 1 200.000 125.000 

5 Innova Venturer 1 200.000 125.000 

6 Pick Up 1 125.000 100.000 

Catatan: semua tarif operasional sewa belum termasuk pajak. 

 

3.2.2 Uang Lelah Pengemudi 

Uang lelah diberikan kepada pengemudi yang mendapatkan tugas dari Kaur Rumah 

Tangga untuk mengantarkan/menjemput pegawai/mahasiswa yang melaksanakan kegiatan 

sesuai surat tugas selama 1 (satu) hari, dengan melampirkan surat jalan dari Kaur Rumah 

Tangga disertai surat tugas/memo pegawai/mahasiswa yang melaksanakan perjalanan, 
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selanjutnya ditembuskan pada bagian keuangan untuk diproses uang lelah sesuai dengan 

tarif sebagai berikut: 

 

Tarif Uang Lelah Pengemudi Area Luar Malang 

NO KENDARAAN 
UANG LELAH 

HARI AKTIF HARI LIBUR 

1 BUS 200.000 250.000 

2 RODA 4 125.000 175.000 

Catatan :  tarif uang lelah sudah termasuk biaya parkir tetapi belum termasuk biaya 

TOL 

 

Tarif Uang Lelah Pengemudi Area Malang 

NO KENDARAAN 
UANG LELAH 

HARI AKTIF HARI LIBUR 

1 BUS - 125.000 

2 RODA 4 - 60.000 

Catatan : tarif uang lelah sudah termasuk biaya parkir  

 

Untuk selanjutnya setelah melaksanakan tugas, paling lambat 3 (tiga) hari setelah tugas 

selesai, Pengemudi untuk segera melaporkan yang terkait dengan pertanggungjawaban 

keuangan kebagian keuangan. 

 

3.3  Teknis Pencairan Dana 

1. Proposal kegiatan yang telah dimonitoring dan memuat disposisi Surat Perintah 

Bayar dari Pudir II diterima oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPPG); 

2. Mekanisme pencairan dana kegiatan: 

a. Pencairan tahap I diberikan 20% dari total dana kegiatan, yang mana dapat 

diambil 10 (sepuluh) hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan;  

b. Khusus untuk biaya kontribusi/registrasi/pendaftaran bisa diambil sesuai 

ketentuan waktu pada undangan/brosur/ pamflet/pengumuman yang ada. 

c. Pencairan tahap II diberikan tambahan  50% (sudah termasuk perhitungan 

pajak), yang mana dapat diambil 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan 
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kegiatan, dengan melaporkan pertanggungjawaban dan bukti pendukung atas 

dana 20% yang sudah diambil sebelumnya. 

3. Batas Penyampaian Pertanggungjawaban (Data Pendukung Lengkap, Benar & 

Valid dalam SPJ 100%) dari pelaksana kegiatan kepada BPPG paling lambat 5 hari 

kerja setelah pelaksanaan kegiatan 

4. Batas waktu penyelesaian dokumen kuitansi oleh tim BPPG dan pengelola 

keuangan jurusan paling lambat 7 hari kerja dari penyampaian pertanggungjawaban 

pelaksana kegiatan. 

5. Pelaksana kegiatan dapat mengambil kuitansi pertanggungjawaban sebagai 

lampiran laporan kegiatan jilid biru paling lambat 3 hari kerja dari batas 

penyelesaian dokumen kuitansi oleh tim BPPG. 

6. Pelaksana kegiatan wajib menyerahkan laporan jilid biru kepada Bagian 

Monitoring laporan kegiatan paling lambat 5 hari kerja dari pengambilan kuitansi 

pertanggungjawaban. Apabila dalam batas waktu yang telah ditetapkan pelaksana 

kegiatan tidak menyampaikan laporan kegiatan, maka sisa dana kegiatan tidak 

dapat dicairkan dan akan disetorkan ke kas negara/rekening operasional BLU. 

Namun pelaksana kegiatan tetap berkewajiban membuat laporan kegiatan atas dana 

yang sudah diterima 70%. 

7. Sisa dana kegiatan dibayarkan paling lambat 5 hari kerja setelah laporan kegiatan 

jilid biru yang diterima oleh bagian monitoring. 

8. Mekanisme pencairan dana untuk kegiatan Rapat Kerja Penyusunan Anggaran, 

Pekan Ilmiah, Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Negeri, Wisuda, dan 

Penelitian serta Pengabdian kepada Masyarakat diatur secara khusus sesuai SK 

Direktur yang akan diterbitkan setiap tahun anggaran. 

9. Mekanisme pencairan dana dari kegiatan kerjasama akan diatur dalam Juknis 

tersendiri. 

10. Mekanisme penyusunan laporan kegiatan secara khusus mengacu pada petunjuk 

teknis monitoring anggaran, dengan ketentuan umum untuk masing-masing 

kegiatan sebagai berikut: 

 

Jenis Kegiatan Lampiran Dokumen 

Kuliah tamu, seminar, 

workshop  

1. Undangan yang dilampiri nama peserta dan 

susunan acara kegiatan 

2. Daftar hadir tamu undangan, peserta dan panitia 
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Jenis Kegiatan Lampiran Dokumen 

kegiatan 

3. Notulen 

4. Bukti pembayaran belanja barang: 

a. Konsumsi 

- Kurang dari atau sama dengan Rp2.000.000, 

dengan  nota/invoice tanpa perhitungan pajak 

- Lebih dari Rp2.000.000,-dengan nota/invoice 

ditambah perhitungan pajak PPh pasal 

22/pasal 23 (dilampiri SIUP dan/atau NPWP) 

b. ATK/BHP, seminar kit, Cetak dan Penggandaan 

- Kurang  dari atau sama dengan Rp 2.000.000, 

dengan nota/invoice tanpa perhitungan pajak 

- Lebih dari Rp2.000.000,-dengan nota/invoice 

ditambah perhitungan pajak PPh pasal 22 dan 

PPN (dilampiri SIUP dan/atau NPWP, Faktur 

Pajak, Nota Kirim, Daftar Penerimaan) 

5. Bukti pembayaran honorarium: 

a. Daftar Penerimaan Honorarium pemateri jika 

eksternal dengan pajak yang diperhitungkan 

(PPh 21), surat permohonan, surat 

kesediaan/surat tugas dan SK 

b. Honorarium panitia, jika PNS diperhitungkan 

dalam remunerasi, jika Non PNS dibayarkan 

tunai dengan pajak yang diperhitungkan (PPh 

21), dengan dibuatkan daftar penerimaannya 

dan SK 

6. Bukti pembayaran belanja sewa: 

a. Kurang  dari atau sama dengan   Rp 1.000.000, 

dengan nota/invoice ditambah perhitungan PPh 

psl 23 

b. Lebih dari Rp1.000.000,-dengan nota/invoice 

ditambah perhitungan pajak PPh psl 23 dan 

PPN (dilampiri SIUP dan/atau NPWP, Faktur 

Pajak, Nota Kirim) 

c. Makalah/materi/modul 

d. Bukti Dokumentasi Kegiatan 

e. Jika narasumber mendapat fasilitas transportasi 

dan akomodasi, maka di lampiri tiket, boarding 

pass, bill hotel 

Partisipasi dalam kegiatan 

seminar, forum ilmiah, 

konferensi, dan pertemuan 

akademis yang lain  

1. Mendapatkan persetujuan dari  PPK terkait 

2. Brosur, Undangan, LoA dari penyelenggara 

kegiatan 

3. Bukti pembayaran kontribusi/pendaftaran/registrasi 

4. Jika ada belanja perjalanan, maka dilampiri surat 

tugas dari Direktur/ Pudir, visum SPPD, bukti 

transport, dan akomodasi 
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11. Batas waktu penyampaian proposal dan pertanggungjawaban kegiatan pada akhir 

tahun anggaran akan diatur secara khusus sesuai nota dinas tentang pedoman 

langkah-langkah akhir tahun. 
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BAB IV 

PERPAJAKAN BENDAHARA PEMERINTAH 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2013 pasal 23 ayat (2) huruf ”e” 

Bendahara ditugaskan untuk melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang 

dilakukan atas kewajiban terhadap Negara. Bendahara Pengeluaran bukan merupakan 

subjek pajak, namun diberi tanggungjawab untuk memotong, memungut dan menyetorkan 

serta melaporkan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukannya. Yang menjadi 

objek adalah penerima penghasilan, dan objek pajaknya adalah penghasilan yang diterima 

dan/atau diperoleh. Kewajiban bendahara pemerintah terkait pemotongan/pemungutan 

pajak meliputi: 

 

4.1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa 

dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN merupakan pajak yang 

dibebankan pada subjek pajak. PPN diperhitungkan jika nilai barang atau jasa diatas 

Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). 

Secara umum atas setiap transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak 

ketiga/rekanan yang dibayar oleh bendahara harus dipungut PPN. Namun demikian, 

terdapat beberapa transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga yang 

tidak perlu dipungut PPN oleh bendahara yaitu: 

a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 

tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; 

b. Pembayaran untuk pembebasan tanah; 

c. Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang 

menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak 

Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN; 

d. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar 

Minyak oleh PT Pertamina (Persero); 

e. Pembayaran atas rekening telepon; 

f. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan 

penerbangan; 
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g. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. 

h. Bibit/benih dari barang perkebunan, pertanian, kehutanan, penangkaran, peternakan 

dan perikanan. 

 

Contoh perhitungan PPN : 

1. Pelaksana kegiatan di Polinema melakukan belanja ATK sebesar Rp1.400.000 

(belanja lebih dari Rp1.000.000) 

2. Perhitungan Pajak : 

a. DPP : Rp1.400.000 x 100/110 = Rp1.272.727 

b. PPN : Rp1.272.727 x 10% = 127.272,7 (DPP x 10%) 

3. Total pajak Rp127.273 (PPN) 

4. Maka belanja ATK netto Rp1.272.727 

 

4.2.Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2  

PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan-penghasilan  tertentu 

yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan terutang. PPh 

Pasal 4 ayat 2 sering juga disebut dengan PPh Final.  

 

PPh Final adalah pajaknya yang dipungut hanya sekali dalam sebuah masa pajak 

dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang 

tepat waktu dan pertimbangan lainnya. Pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan 

berupa sewa tanah dan/atau bangunan, pengalihan harta berupa tanah dan/atau 

bangunan, dan jasa konstruksi (PPh Pasal 4 ayat (2) 

PPh pasal 4 ayat 2 dikategorikan sebagai berikut: 

Jenis Transaksi 
PPh Pasal 4 ayat 2 

Kecil Sedang Besar Non Klasifikasi 

Perencanaan 

Konstruksi 
4% 4% 4% 6% 

Pelaksanaan 

Konstruksi 
2% 3% 3% 4% 

Pengawas 

Konstruksi 
4% 4% 4% 6% 

 



 

Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Belanja 

Politeknik Negeri Malang 

 

18 

 

 

Pengecualian pungutan PPh pasal 4 ayat 2 mendapat keringanan jika wajib pajak 

mempunyai Surat Keterangan Bebas (SKB). Wajib Pajak yang mempunyai SKB maka 

pungutan pajak PPh pasal 4 ayat 2 adalah 0,5% dari nilai penghasilan.  

 

SKB adalah dokumen sakti bagi Wajib Pajak penerima penghasilan agar tidak dipotong 

atau dipungut pajak oleh pemotong atau pemungut. Pemotong atau pemungut sebagai 

pemberi penghasilan. SKB diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak, Direktorat Jenderal 

Pajak. Dengan memperlihatkan SKB, pemotong atau pemungut PPh dan/atau PPN tidak 

lagi melakukan kewajiban pemotongan 

Contoh 1 perhitungan PPh pasal 4 (2): 

Instansi X (NPWP : 00.123.456.7-115.000) melakukan pengadaan Jasa Pelaksanaan 

Konstruksi (pembangunan gedung) yang dilakukan oleh PT. Konstruksi (NPWP : 

02.777.777.7-115.000) pengusaha yang memiliki kualifikasi sebagai usaha kecil dengan 

nilai Jasa sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) sebesarRp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 02 Juli 2012. Maka 

pajak yang harus dipotong oleh Instansi X atas jasa tersebut adalah : 

Nilai Kontrak     Rp  500.000.000 

PPN       Rp    50.000.000  

 

Total tagihan dari rekanan (PT. Konstruksi)  Rp  550.000.000 

PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong : 

Tarif X Nilai Jasa : 2% X Rp 500.000.000 = Rp 10.000.000 

PPN dipungut : 10% X Rp 500.000.000 = Rp 50.000.000 

Total PPN dan PPh dipungut/dipotong Rp 60.000.000 

Dibayar kepada rekanan (total tagihan dari rekanan – total PPN dan PPh 

dipungut/dipotong) = Rp.550.000.000 – Rp. 60.000.000 = Rp.490.000.000 

 

Contoh 2 PPh Pasal 4 ayat (2) : 

Instansi Y menyewa gedung untuk pameran produk kepada PT ABC (NPWP : 

01.777.777.7-115.000), selama 2 bulan dengan harga sewa sebesarRp 40.000.000 pada 

tanggal 07 Juli 2015. Maka pajak yang harus dipotong oleh Instansi Y atas jasa tersebut 

adalah: 

PPh Pasal 4 ayat (2)  = Tarif X Harga Sewa 
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= 10% X 40.000.000 = Rp 4.000.000  

Pembayaran kepada PT ABC (Harga sewa – PPh dipotong) : 

Rp 40.000.000 - Rp 4.000.000 = Rp 36.000.000 

 

4.3.Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 

PPh pasal 21 adalah  pajak yang dipungut atas penghasilan berupa gaji, upah 

honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun 

sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh 

orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri.  

 

Adapun kategori pemungutan pajak dalam PPh Pasal 21 yang dijelaskan pada tabel 

sebagai berikut: 

GOLONGAN NPWP NON 

NPWP 

I - - 

II - - 

III 5% 6% 

IV 15% 18% 

Non PNS  5% 6% 

 

Contoh perhitungan PPh Pasal 21 

Rahmadi (PNS Gol III, memiliki NPWP) memperoleh honor sebagai peserta sosialisasi 

peraturan baru sebesar Rp1.250.000 dan status PTKP K/2  

Honorarium  : Rp 1.250.000 

Status Pegawai   : PNS Gol. III Dengan Tarif 5% 

Penghitungan PPh    : 5% x Rp 1.250.000 = Rp.62.500  

Honor bersih diterima   : Rp. 1.187.500 

 

Mulan (Non PNS, tidak memiliki NPWP) memperoleh honorarium sebagai pelaksana 

kegiatan sebesar Rp.300.000, maka perhitungan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut: 

PPh pasal 21  : 6% x Rp300.000 = Rp.18.000 

Honor bersih diterima  : Rp. 282.000 
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4.4.Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 

Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dilakukan pungutan sehubungan dengan 

pembayaran atas pembelian barang seperti ATK, komputer, meubel, mobil dinas dan 

barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak penjual barang.  

 

Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan jika transaksi dalam suatu pembelian barang dalam 

satu nota/faktur lebih dari Rp 2.000.000. Jika total barang tersebut kurang dari 

Rp2.000.000 tetapi lebih dari Rp1.000.000 maka diwajibkan pungutan pajak PPN tanpa 

PPh Pasal 22. 

 

Pemungutan PPh Pasal 22 atas belanja barang tidak dilakukan dalam hal: 

a. Pembelian barang dengan total Rp 2.000.000 tetapi dilakukan dengan pembelian 

barang secara terpisah. Sehingga terdapat lebih dari satu nota/faktur dalam pembelian 

barang. Dalam hal terjadi Pemecahan nilai pembelian atas suatu transaksi yang 

menjadi satu kesatuan tersebut, walaupun nilai transaksi pembelian yang terpisah 

sehingga nilai pembelian kurang dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara 

sengaja,  maka tetap dilakukan pemungutan PPh Pasal 22. Pengaturan ini 

dimaksudkan agar pihak Wajib Pajak tidak menempuh upaya untuk menghindari 

pemungutan PPh Pasal 22. Pembelian barang dengan nilai pembelian paling banyak 

Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur; 

b. Pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, airminum/PDAM dan benda-

benda pos. 

Pengertian nilai pembelian tidak dipecah-pecah adalah nilai satu transaksi pembelian 

tersebut tidak dipecah dalam beberapa tagihan atau faktur sehingga seolah-olah 

menjadi beberapa transaksi yang terpisah dengan nilai yang tidak melebihi 

Rp2.000.000 (dua juta rupiah).  

Contoh perhitungan PPh Pasal 22  

- Belanja ATK sebesarRp. 2.500.000 (nilai belanja sudah termasuk PPN 10%), 

maka 

- Perhitungan pajaknya adalah :  

1. DPP  : Rp 2.500.000 x 100/110 = Rp. 2.272.727 (angka dibelakang 

nol tidak dibulatkan kepembulatan dilakukan ke atas dan 

bawah).  
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2. PPN  :  Rp 2.272.272 x 10% = 227.227,2  

3. PPh pasal 22  : Rp 2.272.727 x 1,5% = Rp.34.090,90 dibulatkan keatas 

menjadi Rp.34.091 

- Total pajak yang dipungut sebesar Rp261.318 (PPN+PPh Pasal 22) 

- Maka belanja netto ATK sebesar Rp2.238.682 (Belanja Bruto – Total Pajak) 

 

4.5.Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 

Pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa sewa sehubungan dengan 

penggunaan harta, royalty, hadiah/penghargaan, dan imbalan sehubungan dengan jasa 

selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (PPh Pasal 23). Pemotongan PPh Pasal 23 

adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas 

penghasilan yang dibayarkan oleh bendahara kepada pihak lain. Penghasilan yang 

dibayarkan tersebut antara lain: 

a. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan 

penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/ataubangunan 

b. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 

konstruksi dan jasa konsultan. 

c. Tarif 2% dari jumlahbruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam 

Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015  

d. Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP  akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif 

PPh Pasal 23 yaitu sebesar 4%. 

 

Jasa Lain yang menjadi Objek Pemotongan PPh Pasal 23 antara lain : 

1. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner, 

pamphlet, baliho dan folder;  

2. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau system komputer, termasuk 

perawatan, pemeliharaan dan perbaikan; 

3. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website;  

4. Jasa internet termasuk sambungannya; 

5. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/ atau 

program; 
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6. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau 

TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang 

konstruksi dan mempunya iizin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; 

7. Jasa dekorasi; 

8. Jasa pencetakan/penerbitan; 

9. Jasa penerjemahan; 

10. Jasa pengangkutan/ekspedisi; 

11. Pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel,  yang 

ruanglingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi 

sebagai pengusaha konstruksi; 

12. Jasa perawatan kendaraan dan/ atau alat transportasi darat, laut dan udara; 

13. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer; 

14. Jasa kebersihan atau cleaning service; 

15. Jasa pelatihan dan/atau kursus; 

16. Jasa sertifikasi; 

17. Jasa catering atau tata boga; 

18. Jasa sedot septic tank; 

19. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan; 

20. Jasa pemeliharaan tanaman; 

 

Contoh 1 

Drs. Delta, Bendahara Madrasah Negeri Depok menggunakan jasa pemeliharaan 

komputer Rp 11.000.000, (harga yang tertulis di kuitansi), harga sudah termasuk PPN, 

maka perhitungan PPh pasal 23 sebagai berikut: 

DPP x tarif : Rp 11.000.000 x 100/110 x 2% = Rp 200.000   

Penghitungan detail PPh Pasal 23  

Harga yang tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka 

Rp 11.000.000 x 100/110 x 2% = Rp 200.000  

Untuk mencari harga barang tanpa  PPN maka nilai tertera di kuitansi tersebut dikalikan 

100/110  

Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang: 

Rp 11.000.000 x 100/110 x 2% x 200% = Rp 400.000 
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Contoh 2 

Drs. Hariyadi, Bendahara Polinema menggunakan jasa biro Iklan untuk memasang 

Iklan di Media massa dan elektronik dengan total pembayaranRp 1.100.000.000, (harga 

yang tertulis di kuitansi) 

Harga sudah termasuk PPN, Maka perhitungan PPh pasal 23 sebagai berikut: 

DPP x tarif : Rp 1.100.000.000 x 100/110 x 2% = Rp 20.000.000  

Mencari Harga tanpa PPN:  

Rp 1.100.000.000 x 100/110  =Rp 1.000.000.000 

Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang :  

Rp 1.000.000.000 x 2% x 200%      = Rp 40.000.000   

 

Penghitungan detail PPh Pasal 23  

Harga yang tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka 

Rp 1.100.000.000 x 100/110 x 2% = Rp 20.000.000  

Untuk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tersebut dikalikan 

100/110 Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang : 

Rp 1.100.000.000 x 100/110 x 2% x 200% = Rp 40.000.000  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Penutup 

Penyusunan petunjuk teknis perbendaharaan dan pertanggungjawaban ini bertujuan 

untuk memberikan pemahaman yang sama dan sebagai pedoman bagi pengelola keuangan 

dan pelaksana anggaran pada seluruh unit kerja di lingkungan Politeknik Negeri Malang. 

Adanya petunjuk teknis ini diharapkan dapat memberikan standar dan kesederhanaan 

layanan yang diberikan, untuk terselenggaranya setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh 

bidang, jurusan, sub bagian dan unit sesuai tujuan dan tepat waktu. Serta memberikan 

jaminan standar waktu dan kualitas layanan dengan semangat Reformasi Birokrasi di 

lingkungan Politeknik Negeri Malang. 



Contoh undangan 

KOP SURAT 

 
 

 
Nomor :     
Lampiran :  
Perihal : Undangan 
 
KepadaYth 
………………..  
di Tempat 
 
DenganHormat, 
Mengharapkehadiran Bapak/IbuuntukmenghadiriKegiatan ……………. yang 
diselenggarakan pada:  
Hari  :  
Tanggal :  
Waktu   :  
Tempat :  

 
Demikianundangan kami, atasperhatian dan kehadirannya kami 
sampaikanterimakasih. 
 
 
 

Malang, ……………2019 
       KetuaPanitia, 
 
 
 
 
       …………………………… 
       NIP. ……………………… 
  



KOP SURAT 
 
 
 
Nomor :    
Lampiran :  
Perihal : Undangan 
 
KepadaYth, 
………………………..  

di Tempat 
 
DenganHormat, 
Kami mohonkehadirannyasebagaiNarasumberdalamkegiatan ……………… 
yang akandiselenggarakan pada:  
Hari  :  
Tanggal :  
Waktu   :  
Tempat :  
Demikianundangan kami, atasperhatian dan kehadirannya kami 
sampaikanterimakasih. 

 
Malang, ……………2019 

       KetuaPanitia, 
 
 
 
 
       …………………………… 
       NIP. ……………………… 
  



KOP SURAT 
 
 
Nomor :     
Lampiran :  
Perihal : Undangan 
 
KepadaYth,  
………………………   
di Tempat 
 
DenganHormat, 
Mengharapkehadiran Bapak/IbuuntukmenghadiriRapatKoordinasiKegiatan 
……………. yang diselenggarakan pada:  
Hari  :  
Tanggal :  
Waktu   :  
Tempat :  
Agenda : 

 
Demikianundangan kami, atasperhatian dan kehadirannya kami 
sampaikanterimakasih. 
 
 

Malang, ……………2019 
       KetuaPanitia, 
 
 
 
 
       …………………………… 
       NIP. ……………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contoh Rundown Acara 

JADWAL KEGIATAN 

…………………………………………………… 

Senin, ……………..2019 

NO WAKTU KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB 

1 12:00-12:15 RegristasiPeserta Panitia 

2 12:15-12:30 Pembukaan  

3 12:30-15:30 Materi 1  

4 15:30-15:45 Coffe Break Panitia 

5 15:45-18:45 Materi 2 
Awan Setiawan 

(DirekturPolinema) 

 

Selasa, ……..2019 

N

O 
WAKTU KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB 

1 
07:30-

09:30 
Materi 3  

2 
09:30-

10:00 
Coffe Break Panitia 

3 
10:00-

12.00 
Materi 4  

4 
12:00-

12.30 
Ishoma Panitia 

5 
12:30-

15:30 

Tanya Jawab dan 

penutupan 
 

 

Contoh Surat PermohonanPemateri dan Balasannya 



 

KOP SURAT 

----- 

 

Nomor  : 
Lamp.     :  
Hal         :PermohonanPemateri 
 
KepadaYth. 
………………. 
Di Tempat 
 
Denganhormat, 
Sehubungandenganadanya acara ………………………, makadenganini kami 
mohonkesediaan Bapak/IbuuntukmenjadiPembicara pada acara tersebut 
yang akandiselenggarakan pada: 
 
Hari/Tanggal :  
Waktu  :             
Materi  :                   
Tempat :                 
 
Demikiansuratpermohonanini kami sampaikan, atasperhatian dan 
kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikanterimakasih. 
  

 
Malang, …………. 2019 
Hormat kami, 

 
Ttd dan stempel 

 
Ketuapanitia 

 
 

 

 

 

 

 

 



SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI PEMATERI 

 

Yang bertandatangandibawahini : 
Nama  : ...................................................... 
Spesialis : ...................................................... 
 
Denganinimenyatakanbersediamenjadinarasumber/pembicara pada acara 
………………….. yang akandiselenggarakanpada : 
Hari/Tanggal :  
Waktu  :  
Tempat :  
DenganJudulMateri: 
.....................................................................................................................
................... 
.....................................................................................................................
................................. 
.....................................................................................................................
............................... 
 
Demikiansuratpernyataaninidibuatuntukdapatdipergunakansebagaimanam
estinya. 

 
Malang,.......,..............,2019 
 
Pembicara,  
 
 
 
 
(__________________________) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contoh Daftar Hadir/Absensi 

KOP SURAT 

 

 

DAFTAR HADIR RAPAT KOORDINASI 

KEGIATAN ........................................................................ 
TANGGAL, …………………… 2019 

 

 

NO NAMA JABATAN 
TANDA 

TANGAN 

1.   1 

2.   2 

3.   3 

4.   4 

5.   5 

6.                     6  

7.   7 

8.   8 

9.   9 

10.   10 

 

 

 

 

Contoh Form Notulen 

 

 



NOTULEN 

…………………………………………………… 

 

Hari/tanggal  :  
Waktu   :  
Tempat  :  
PemimpinRapat :  
JumlahPeserta :  
Agenda Rapat  :  

KegiatanPembukaan : 

a. Dibuka oleh ………………. 
b. Sambutan oleh ……………. 

Hasil Keputusan Rapat : 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

 

PemimpinRapat,        Notulis, 

 

……………………       …………………….. 

 

 

 

 

 

 

Contohundangan 

KOP SURAT 

 



C

O

N

T

 

 

Nomor : 1111/KU/2019    

Lampiran : 1 Halaman 

Perihal : Undangan 

 

KepadaYth 

YuwandiAricaksono, S.ST.  

di Tempat 

 

DenganHormat, 

Mengharapkehadiran Bapak/IbuuntukmenghadiriKegiatanSeminar Nasional yang 

diselenggarakan pada:  

Hari  : Rabu 

Tanggal : 30 Juni 2019 

Waktu   :10.00 s/d Selesai 

Tempat : GrahaPolinema 

 

Demikianundangan kami, atasperhatian dan kehadirannya kami sampaikanterimakasih. 

 

 

 

Malang, 26 Juni2019 

       KetuaPanitia, 

 

 

 

 

       Alfin Karunia Sari, S.Kom. 

       NIP. 1112221112211122 

  



C

O

N

T

KOP SURAT 

 

 

 

Nomor : 1112/KU/2019   

Lampiran : 1 Halaman 

Perihal : Undangan 

 

KepadaYth, 

Moh. Sholeh, SE., MM., Ak., CA., CA., AAPB  

di Tempat 

 

DenganHormat, 

Kami mohonkehadirannyasebagaiNarasumberdalamkegiatanSeminar Nasionalyang 

akandiselenggarakan pada:  

Hari  : Rabu 

Tanggal : 30 Juni 2019 

Waktu   :10.00 s/d Selesai 

Tempat : GrahaPolinema 

Demikianundangan kami, atasperhatian dan kehadirannya kami sampaikanterimakasih. 

 

Malang, 26 Juni 2019 

       KetuaPanitia, 

 

 

 

 

       Alfin Karunia Sari, S.Kom. 

       NIP. 1112221112211122 

  



C

O

N

T

KOP SURAT 

 

 

Nomor : 1113/KU/2019    

Lampiran : 1 Halaman 

Perihal : Undangan 

 

KepadaYth,  

SayidinaTarisRozzi,S.ST  

di Tempat 

 

DenganHormat, 

Mengharapkehadiran Bapak/IbuuntukmenghadiriRapatKoordinasiKegiatanSeminar 

Nasionalyang diselenggarakan pada:  

Hari  : Selasa 

Tanggal : 29 Juni 2019 

Waktu   :10.00 s/d Selesai 

Tempat : Gedung AD Lt 1  

Agenda :PembahasanPersiapan Seminar Nasional 

 

Demikianundangan kami, atasperhatian dan kehadirannya kami sampaikanterimakasih. 

 

 

Malang, 26 Juni 2019 

       KetuaPanitia, 

 

 

 

 

       Alfin Karunia Sari, S.Kom. 

       NIP. 1112221112211122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C

O

N

T

Contoh Surat PermohonanPemateri dan Balasannya 

 

KOP SURAT 

----- 

 

Nomor    : 1114/BLS/2019 

Lamp.     : 1 Halaman 

Hal         : PermohonanPemateri 

 

KepadaYth. 

Alfin Karunia Sari, S.Kom. 

Di Tempat 

 

Denganhormat, 

Sehubungandenganadanya acaraSeminar Nasional, makadenganini kami mohonkesediaan 

Bapak/IbuuntukmenjadiPembicara pada acara tersebut yang akandiselenggarakan pada: 

 

Hari/Tanggal :Rabu/ 30 Juni 2019 

Waktu  :10.00 WIB 

Materi  : MetodePenyusunanLaporanKeuangan yang Informatif dan   

………………..Komunikatif                 

Tempat : GrahaPolinema            

 

Demikiansuratpermohonanini kami sampaikan, atasperhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami 

sampaikanterimakasih. 

  

 

Malang, 26 Juni 2019 

Hormat kami, 

 

 

 

Ttd dan stempel 

 

 

 

  (Moh. Sholeh, SE., MM., Ak., CA., CA., AAPB)

  

 

 

 

 



C

O

N

T

 

 

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI PEMATERI 

 

Yang bertandatangandibawahini : 

Nama  : Moh. Sholeh, SE., MM., Ak., CA., CA., AAPB  

Spesialis : .PenyusunanLaporanKeuangan 

 

Denganinimenyatakanbersediamenjadinarasumber/pembicara pada acaraSeminar Nasional  

yangakandiselenggarakan pada :  

Hari/Tanggal : Rabu/ 30 Juni 2019 

Waktu  : 10.00 WIB 

Tempat : GrahaPolinema           

DenganJudulMateri: MetodePenyusunanLaporanKeuangan yang Informatif dan   

………………………Komunikatif.............................................................................................

........................................... 

................................................................................................................................................ 

Demikiansuratpernyataaninidibuatuntukdapatdipergunakansebagaimanamestinya. 

 

 

Malang,27 Juni2019 

 

Pembicara,  

 

 

 

 

(Moh. Sholeh, SE., MM., Ak., CA., CA., AAPB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C

O

N

T

 

 

Contoh Daftar Hadir/Absensi 

KOP SURAT 

 

 

DAFTAR HADIR RAPAT KOORDINASI 

KEGIATAN SEMINAR NASIONAL 

TANGGAL,30 JUNI 2019 

 

 

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN 

1.   1 

2.   2 

3.   3 

4.  

 

4 

5.   5 

6.                     6  

7.   7 

8.   8 

9.   9 

10.   10 

 

 

 

 



C

O

N

T

 

 

Contoh Form Notulen 

 

NOTULEN 

…………………………………………………… 

 

Hari/tanggal  : 30 Juni 2019 

Waktu   : 10.00 WIB 

Tempat  : GrahaPolinema 

PemimpinRapat : FrintaPratamasari, SE., Ak., CA., CPA, AAPB. 

JumlahPeserta : 230 Peserta 

Agenda Rapat  : Pembahasan Modul PedomanPenyusunanLaporanKeuangan 

KegiatanPembukaan : 

a. Dibuka oleh FeronikaWijayanti, SE., Ak.. 

b. Sambutan oleh RosmaIndriani, SE. 

Hasil Keputusan Rapat : 

1. PenyusunanLaporanKeuanganHarusBerdasarkan Data Dukung yang Valid 

2. Data DukungBerasal Dari Web Resmi Kementerian 

 

PemimpinRapat,        Notulis, 

 

 

 

 

FrintaPratamasari, SE., Ak., CA., CPA, AAPB.   DidikPurwanto,S.ST 

 

 



Contoh Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pelaksana Kegiatan 

 (SPTJM-PK) 

 

KOP SURAT 

 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama :      (1) 

NIP :  (2) 

Jabatan : Ketua Pelaksana Kegiatan (3) 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 
1. Bersedia untuk melaksanakan Kegiatan ………(3)……… tanggal pelaksanaan 

……(4)…… Jumlah dana dalam proposal sebesar Rp…….(5)……. (……(6)……..) 
dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
a. Bersedia untuk memenuhi batas waktu pencairan dana kegiatan (pengambilan dana 

tahap I) tanggal ……(7)…...  
b. Menyampaikan pertanggunjawaban beserta data pendukung tanggal ……(8)……  
c. Melaksanakan pengambilan kuitansi SPJ di bagian keuangan tanggal …….(9)……..  
d. Menyampaikan laporan kegiatan (jilid biru) tanggal ……..(10)…….. dan 
e. Melaksanakan pengambilan sisa dana kegiatan tahap II setelah laporan kegiatan 

(jilid biru) tanggal ……(11)…… 
2. Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian terhadap batas waktu yang sudah 

ditetapkan, kami bersedia untuk menyerahkan kembali dana kegiatan tersebut ke 
Bendahara Pengeluaran Politeknik Negeri Malang untuk  disetor ke Kas Negara atau ke 
Kas Operasional BLU  sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. 
 

 
 
Malang, ………(12).……… 
 
Ketua Pelaksana Kegiatan, 
 
………………(13)…………… 
 
 
………………(1)…………… 
………………(2)…………… 

 

 

 



 

PETUNJUK PENGISIAN 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

 

 

No. Uraian Isian 

(1) Diisi dengan nama pejabat penanda tangan surat / nama ketua 

pelaksana kegiatan 

(2) Diisi dengan NIP penanda tangan surat 

(3) Diisi dengan nama kegiatan sesuai dengan proposal 

(4) Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan 

(5) Diisi dengan nilai kegiatan dalam angka  

(6) Diisi dengan nilai kegiatan dalam huruf 

(7) Diisi dengan tanggal batas akhir pengambilan/pencairan dana 

kegiatan tahap I 

(8) Diisi dengan tanggal batas akhir penyampaian pertanggungjawaban 

beserta data pendukung yang lengkap, benar dan valid 

(9) Diisi dengan tanggal batas akhir pengambilan kuitansi SPJ di bagian 

keuangan (BPP) 

(10) Diisi dengan tanggal batas akhir penyampaian laporan kegiatan (jilid 

biru) 

(11) Diisi dengan tanggal batas akhir pengambilan/pencairan dana 

kegiatan tahap II 

(12) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun penandatanganan surat 

(13) Diisi dengan tanda tangan ketua pelaksana kegiatan dan dibubuhi 

stempel/cap dinas  
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